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BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V, 

maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi Air Baku Di Kota Kupang  

Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Kupang 

pada saat ini untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kota 

Kupang adalah 14 Sumur Bor ,  2 Air Permukaan dan Air Curah 

BLUD SPAM NTT. Melihat kondisi air baku yang ada, penulis 

simpulkan bahwa kebijakan program perluasan jaringan air oleh 

Pemerintah Kota Kupang belum mampu untuk mengatasi krisis air 

bersih yang dialami masyarakat Kota Kupang karena dengan total 

jumlah penduduk di Kota Kupang yang berjumlah 423.900 jiwa, 

apabila dihitung berdasarkan standar nasional kebutuhan air perorang 

60 liter/hari maka kebutuhan air masyarakat Kota Kupang mencapai 

25.637.472 m3 atau setara 812,96 L/D. Sementara total air baku yang 

sudah terpenuhi berjumlah 377 L/D dari total debit air PDAM Kota 

Kupang, PDAM Kabupaten Kupang dan BLUD SPAM. Dengan 

demikian kebutuhan akan debit air terproduksi untuk masyarakat Kota 

Kupang masih mengalami kekurangan sebanyak 436 L/D dan belum 

mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang. 

2. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Melalui 

Program Perluasan Jaringan Air Minum Sebagai Solusi Pemenuhan 

Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan program perluasan jaringan air yang 
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dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai alternatif untuk 

memecahkan masalah ketersedian air bersih bagi masyarakat Kota 

Kupang belum mampu mengatasi persoalan krisis air yang dialami 

oleh masyarakat Kota Kupang, karena kebijakan program perluasan 

jaringan air layanan PDAM Kota Kupang belum secara signifikan 

memberikan dampak yang memuaskan bagi warga Kota Kupang. Hal 

ini terlihat masih banyak warga Kota Kupang yang belum 

mendapatkan akses layanan jaringan PDAM Kota Kupang, sehingga 

hampir sebagian besar masyarakat Kota Kupang memilih untuk 

membeli air tanki.  

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kebijakan Program Perluasan 

Jaringan Air PDAM Kota Kupang Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air 

Bersih Bagi Masyarakat Kota Kupang  

Faktor pendukung dalam kebijakan program perluasan 

jaringan air adalah berdasarkan temuan-temuan penulis di atas terkait 

dengan jumlah air baku yang tidak mampu mendukung pelaksanaan 

kebijakan program perluasan jaringan air maka salah satu faktor yang 

menurut penulis perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan ini 

adalah peningkatan produksi air atau penambahan jumlah air baku. 

Hal ini mengingat kondisi geologi terutama kawasan karst yang 

menyimpan potensi air tanah cukup memadai serta beberapa potensi 

air permukaan yang belum dimanfaatkan. 

Faktor penghambat dalam kebijakan program perluasan 

jaringan air adalah jumlah air baku tidak cukup untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan program perluasan jaringan air serta fasilitas 

atau sarana yang disediakan oleh PDAM Kota Kupang untuk 

menunjang kinerja dan kebijakan program perluasan jaringan tidak 

berfungsi dengan baik.  
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1.2 Saran  

1. Melihat dengan kondisi air baku sebagaimana dengan kesimpulan di atas 

maka penulis menyarankan kepada pihak PDAM untuk memanfaatkan 

potensi air baku yang ada sehingga kebijakan program perluasan jaringan 

air dapat terlaksana dengan baik. 

2. Pihak PDAM Kota Kupang memastikan efektifitas pelaksanaan kebijakan 

program perluasan jaringan air sehingga semua masyarakat Kota Kupang 

dapat terjangkau oleh jaringan air bersih PDAM Kota Kupang. 

3. Melihat kesimpulan terkait dengan faktor pendukung dan penghambat 

maka pihak PDAM diharapkan dapat meminimalisir faktor penghambat 

yakni ketersedian air yang masih kurang dengan memanfaatkan potensi air 

baku yang belum tersentuh. 
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